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BAB V 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program asimilasi terhadap narapidana pada 

masa pandemi covid-19 yang dilakukan Balai pemasyarakatan Kelas II 

Kupang belum efektif.  Hal tersebut dapat dilihat dari : 

a) Perubahan  metode pengawasan dan pembimbingan yang semulanya 

pengawasan dan pembimbingan di laksanakan secara langsung namun 

akibat wabah virus covid-19 pembimbingan dan pengawasan terhadap 

Narapidana dilaksanakan secara daring dengan menggunakan alat 

komunikasi yaitu handphone lewat media telfon, whatsapp dan sms yang 

tidak memungkinkan untuk pengawasan dan pembimbingan di laksanakan 

secara baik. 

b) Keterbatasan Sarana atau fasilitas pendukung. Kesulitan berkomunikasi 

antara Bapas dan Narapidana karna terdapat tiga Narapidana yang tidak  

memiliki handphone sehingga Bapas sulit untuk berkomunikasi. 

c) Budaya Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan Narapidana  

cenderung memiliki stigma negatif terhadap Narapidana dan memilih 

menjauhi Narapidana karena mereka berbahaya. Seharusnya  Peranan 

masyarakat dalam proses asimilasi sangat penting dilihat dari tinggi 
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rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar Narapidana yang 

melaksanakan Asimilasi rumah untuk bersosialisasi dengan Narapidana. 

d) Luas wilayah kerja yang terlampau Luas. Luas wilayah kerja yang 

terlampau luas dengan 9 wilayah kerja yaitu Kota kupang, Kabupaten 

Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten  Belu, Kabupaten 

Alor, Kabupaten Rote, Kabupaten Sabu, Kabupaten Malaka yang tidak 

memungkinkan untuk terlaksana secara baik dengan pembimbing 

kemasyarakatan berjumlah 30 orang yang membimbing dan mengawasi  

Narapidana selama melaksanakan Asimilasi rumah. Untuk wilayah kota 

kupang pembimbing  kemasyarakatan bertanggung jawab atas semua 

narapidana yang melaksanakan asimilasi apabila ada panggilan mendadak 

dari wilayah kerja keluar daerah untuk melaksanakan pembimbingan dan 

pengawasan maka mereka akann berangkat. Dengan kata lain pembimbing 

kemasyarakatan tidak berpatokan dengan tanggung jawab beberapa 

narapidana saja, tapi apabila ada panggilan mendadak mereka akan 

berangkat. 

6.2  Saran 

Pelaksanaan Program asimilasi terhadap narapidana pada masa 

pandemi covid-19 yang dilakukan Balai pemasyarakatan Kelas II Kupang 

belum efektif , sehingga ada beberapa hal yang penulis sarankan agar kiranya 

dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya  

pembinaan narapidana yaitu diharapkan Metode pelaksanaan pembinaan dan 
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pengawasan secara daring di ubah menjadi luring dengan diperketatnya 

protokol kesehatan agar keterbatasan sarana atau fasilitas mendukung dalam 

hal ini narapidana yang tidak memiliki handphone dapat di bimmbing dan di 

awasi secara langsung dan diharapkan bagi masyarakat agar tidak 

menanamkan stigma negatif terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi. 

Karena Peranan masyarakat dalam proses asimilasi sangat penting dilihat dari 

tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar Narapidana 

yang melaksanakan Asimilasi rumah untuk bersosialisasi dengan Narapidana 

agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana dan kembali kedalam 

lingkungan masyarakat dengan perilaku yang baik. 
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